BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang atau "lege™ atau dalam Dbahasa
Belandanya dpergunakan kata "wet", bahasa Inggris
"Statute™, bahasa Perancis "lois", bahasa Jerman
"Gesetz", adalah suatu peraturan~hukum, yang bersifat
istimewa, Sebagal suatu peraturan hukum maka isi dari
undang-undang adalah untuk mengatur pelbagai kepen-
tingan dalam masyarakat dengan menentukan pelbagai nor-
ma, yaitu suruhan atau larangan bagi para wargansgara
dan bagi alat-alat negara, dengan tujuan agar ada tata
tertib dalam hidup kemasyarakatan yang berbahagia,
Undang-undang adalah mermpakan Hukum-tertulis, yang me-
muat suatu peraturan, dengan demikian jelaslah bahwa
peraturan itu adalah Hukum (Wirdjono Prodjodikoro, 1989:
71-72).

Namun timbul suatu pertanyaan, siapakah yang
berwenang untuk membuat undang-undang?. Untuk menjawab
pertanyasan tersebut, tidak terleopas dari teori ysng di-
kemukakan oleh Montesquieu yang menyebutkan bahwa dalam
setiap pemerintah terdapat tiga jenis kekuasaan, yaitu
kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat undang-
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undang, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksana-
kan undang-undang, dan kekuessan yudikatif adalah
kekuasaan pengadilsn (Ismail Suny, 198231 1-3).

Menurut teori ketdtanegaraan Indonesia, ke=
kuasaan legislatif dilakukan oleh Presiden bersama
atau dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal
ini dapat diketahui dari ketentuan-ketentuan pasal dari
Undang-~Undang Dasar 1945 sebagail berikut:

Pasal § ayat (1)

"Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-

und dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rak-

yayﬂ BP = 7 PUSAT, 19903 2).

Pasal 20 ayat (1)
"Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetuf

Dgwln Perwakilan Rakyat® (BP - 7 PUSAT, 1990;
5). '

Proses pembentukan undang-undang dimulai dengan
mempersiapkan Rancangan Undang-Undangnya. Suatu Ranca-
ngan Undang-Undang itu dapat berasal dari pihak Peme-
rintah ataupun dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat, Hal
ini dapat disimpulkan dari pasal-pasal UUD 1945 di-
sntaranyas
Pasal 20 ayat (2)

*Jika suatu rancangan undang-undang tidak men-

dapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka

rancangan tadi tidak boleh dimajuken lagi dalem
ersidangan Dewan Perwakilan Rakyat mesa itu"
BP - 7 PUSAT, 19903 5).

Pasal 21 ayat (1) 1
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®"Anggota~anggota Dewan Perwakilaen Rakyat berhak
memajuk;n rancangan undang-undang® (BP - 7 PUSAT,
1990: 5).

Adanya hek mengajuken rancangsn undang-undeng
atas usul inisiatif dari Dewan Perwskilan Rakyat meru
pakan imbangan daripada hak Pemerintah untuk menga jukan
rancangan undang-undang, sehingga dengan dengan demi-
kian prakarsa untuk mengajukan RUU tidak saja tergantung
dari kemauan Pemerintah, melainkan diharapkan prakarsa
itu datang pula dari Dewan Perwakilan Rakyat yang mem=
bawakan aspirssi rakyat yang diwakilinya (Soehino, 1990;

54).

Disebutkan pula dalam Undang-Undang Dasar 1945
pasal 23 ayat (1)

"Anggaran pendapatan dan belan ja negara ditetap-
kan tiap-tiap tahun dengan undang-undang, Ape-
bila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetu jui
anggaran tersebut yang diusulkan oleh Pemerintah,
maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu"
(BP - 7 PUSAT, 19903 5-6).

Selain pasal-pasgl tersebut di atas mengenai DFPR
dapat kita temukan pula di dalam Penjelasan UUD 1945
pada sngka V merumuskan:

"Di sampingnya Presiden adalah Dewan Perwakilan
Rakyat.

Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwa-
kilan Rakyat untuk membentuk undang-undang (Ge-
setzgebung) dan untuk menetapkan anggaran penda-
patan dan belanja negara (Staatsbegrootingg.
Oleh karena itu, Presiden harus beker ja bersama-
sama dengan Dewan, akean tetapi Presiden tidak
bertanggung jawab kepada Dewan, artinya kedudukan
Presiden tidak tergantung daripada Dewan" (BP
7 PUSAT, 1990: 13),
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Malna penjelasan ini secara tersirat adalah bah-
wa kedudukan DPR bukanlah lebih rendah daripada Pre-~
siden, tetapi juga kedudukan Presiden pun tidak = lebih
rendah daripsda DFR,

Dari uraian di atas jelaslah bahwa keberadaan
DPR merupakan hal yang sangat essensial. Karena ia ber-
fungsi untuk mewakili kepentingan-kepentingan rakyat,
Lewat lembaga perwakilan inilah aspirasi rakyat ditam-
péng yang kemudian tertusng dalam berbsgai macam kebi-
Jaksanaan umum yang sesusi dengan aspirasi rakyat,

Dengan mengikuti kelaziman teori-teori politik
dan ketatanegaraan, pada umumnya lembaga perwakilan
rakyat mempunyai 3 (tiga) fungsi utamas
1. Fungsi legislatif atau pembuatan undang-undang (le-

gislatif of law making functiom).
2. Fungsi kontrol (control function).
3. Pungsi perwakilan (representative function). (Dahlan
Thaib, 1994: 3).

Dalam pembahasan masalah DPR difokuskan pada
bidang legislatif, Sementara itu menurut Maududi, 86=
orang pembaharu Islam, mengenal teori politik Islam,
bahwa hak (untuk menetapkan aturan hukum) itu berada
d1 tangan Allah gsemata, sebagaimana dinyatakan Alleh da
lam firmanNya:
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( Yusuf 12 : 40 ).
"Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah, Dia te-
lah memerintahkan agar kamu tidak menyembah se-

lain Dia, Itulah agama yang lurus, tetapi keba-
nyakan manusia tidak mengetahui" (DEPAG RI,

1978: 354).
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( Al Imran 3 : 154 ),
"Mereka bertanya s "Apakah kami mempunyai wewe-
nang untuk mengatur segala sesuatu?. Katakanlah
(olehmu Muhammad): "Sesungguhnya wewenang untuk

mengatur segala sesuatu 1itu berada di tangan
Allah" (DEPAG RI, 1978: 102

Keputusan di sini, menurut Maududi adalah hak
untuk menetapkan hukum, yaitu berada di tangan Allah,
Berdasar teori ini, kedaulatan adalah milik Allah,
Artinya bahwa Allah dan bukan manusia yang men jadi
sumber hukum dalam suatu masyarakat, Tak ~ seorangpun,
bahkan nabi pun tidak berhak memerintah ataﬁ menyuruh
orang lain untuk melakukan segala sesuatu atas dasar
hak (kemauannya sendiri), Karena hak istimewa untuk’ mee
merintah dan mengatur hanyalah milik Allah. Nabi sendi-
ri juga terikat kepada perintah-perintah (aturan-aturan)
Allah (Maududi, 1993: 466-467), sebagaimana dinyatakan
dalam firmanNya:
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( al-Anfam 6 3 50 ),
"Alm tidak mongikuti (aturan manapun) keocualt

(aturan-atur yang telah diwahyukan kepadaku®
(DEPAG RI, 1978: 194).

Selanjutnya Maududi mengatakan, bilas Allsh dan
Rosul berbicara tentang suatu msalah, tidak ada pe-
ngadilan banding yang lebih tinggi Yang dapat menggan-
tikan atau meragukannya. Ada satu sumber yang sejati dan
tiade dapat disangsikan, pembuat hukum yang sah, dan
hanyalah Dia satu-satunya yang telah menurunken sya=
ritatNya mei;lni perantaraan wahyu dan risalah. 8egala
sesuatu yang dijadikan atau dipatuhi orang sebagai un-
dang-undang dalam masyarakat (Maududi, 19873 130),

Dari uaraian teori yang dikemukakan oleh Maududi

di atas dapat disimpulkan yang dimaksud wewenang mutlak

untuk menetapkan aturan hukum itu berada di tangan Allah
dan manusia tidak berhak sedikitpun atas kelmassan ter-
sebut, termasuk dalam hal ini adalah undang-undang da-

lam arti formal, karena merupakan produk dari manusia

(yaitu Pemerintah bersama dengan DFR) yang bersumber da-
rl rakyat itu sendiri.

Berangkat dari permasalahan di atas (wewenang
mutlak menetapken aturan hukum) berada di tangan Allah,
dan menusia tidak sidikitpun mempunyai kekuasaan, maka
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bagaimana dengan wewenang Dewan Perwakilsn Rakyat seba-
gai lembaga kekuasaan legislatif?. Untuk itulah diper~
lukan penelitian sampai dimanakap batas-batas kekuasaan
manusia (dalam hal ini DPR) dalam membuat sebuah aturan
(dalam hel ini berupa undang-undeng) menurut pandangean

IBI“’.

Urgensi dari penelitian ini adalah belum di-
Jjumpainye dalam kepustakean hasil penelitian mengenai
masalsh ini, Sehingga diharapkan dari hasil penelitian
ini akan mampu memberikan sumbangan bagli penelitian
tingkat berikutnya. Juga diharapkan mempu memperkaya
khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam masalah ke~

Islaman,

B. Identifikasi Haaa;ah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat
diketshui masalah pokok yang akan dibahas dan dipelajari
adalah tentang wewenang Dewan Perwakilan Rakyat sebagai
lembaga kekuasaan legislatif ditinjau dari aturan-
aturan yang terdapat dalam Islam atau dengan katg lains
Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga kekua-
sesn legislatif (suatu tinjeuan hukum Islam),

C. Pembataaan Masa;gg

Masalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagal suatu
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lembaga negara di bidang kekuasaen legislatif ini masih
bersifat umum, mka studi ini dibatasi agar pembahasan~
nya lebih mengarah dan proporsional. Adapun pembahasan
masalah ini adalah terbatas pada bentuk dari Wewenang
Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga kekuasaan legis~-
latif yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Se-
hingga perumusan masalahnya sebsgai berikut:

Wewenang Dewamn Perwakilan Rakyat sebagal lembaga kelkua-
saan legislatif dalam Undang-Undang Daser 1945 (suatu
tinjauan hukum Islam),

Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional lagl, setelah
dikemulm kan latar belakang masalah, identifikasi masae
lah, dan pembatasan masalah, malm studi ini dirumsken
dalam bentuk pertanyaan:

1. Bagaimanakah deskripsi dari wewenang Dewan Perwakie
lan Rakyat sebagai lembaga kekuasaan legislatif da-
lam UUD 1945%7.

2., Bagaimana tinjauan hulkum Islam terhadap wewenang DFR
sebagal lembaga kekuasaan legislatif?,

Tujuan Studi

Sejalan dengan pertanyaan 41 ates maka tujuen

studi ini adalah:
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1. Mendeskripsikan wewenang DPR sebagai lembega kelua-
saan legislatif dalam UUD 1945,
2. Menentukan apakah bentuk dari wewenang DPR sebagai
lembaga kekuasaan legislatif sesuai atau bertentangan

dengan hukum Islam,

Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat se-
kurang-kurangnya untuk dua hal;
1. Kepentingan studi ilmiah, dan
2. Dapat dijadikan rujuakan untuk penelitian tingkat be-

rikutnya yang lebih mendalam,

Metodologi1

1. Data Yang Akan Dihimpun

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini
secara global dapat disebutkan:
a. Susunan, kedudukan, tugas dan fungsi DPR sebagai
lembaga legislatif dalam UUD 1945,
b. Proses pembentukan undang-undang.
¢. Dasar-dasar pemerintahan Islam dan kekuasaan ma-

nusia,

2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, sumber data yang
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dipergunakan adalah literatur-literatur yang mem-

bahas masalah-masalah yang terkait, diantaranya:

a,
b,
c.
d.

e.

1.

k,

1.

Abu Dawud, Sunan Abi Dawud II, (Mesir : Syarikak
1952 M./1377 N.

al-Maktabah).
Abu Faris, Hakekat Sistem Politik Islam (Yogyakar-
1987 ta 3 PL P2 M1),
Ahmad, Ilyas, Social Contract and e Islamio
1981 State (New-Delhi : Kitab Bhavan).

Amin Rals, Cakrawala : Antara Cita-ciata dan Fakta

1989
(Bandung 3 Mizan),
'Audah, Abdul Qadir, Islam dan Perundang-undangan,

1974
diterjemahkan oleh Firdaus AN. (Jakarta :
Bulan Bintang).

Bukhary, Shahih al-Bukhary IX (Kaero : as-Sya'bi),

1378 H.

Dahlan Thaib, DPR dalam Sistem Kenegaraan Indo-
1994 '

nesia (Yogyakarta : Liberty).
El-Wa, Muhammed S., Sistem Politik dalem Pemerin-

1983
ahsn Islam, diterjemahkan oleh Anshari
a urabaya : Bina Ilmu),

Hasbl as-Shiddieqy, Ilmu Kenegarasn dalam Fiqh Is-
1971

lam (Jakarta : Bulan Bintang),

Ismail Suny, Pembagian Kekuasaan Negara (Jakarta:

1982

e

Aksara Baru).

*e

Khallaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushul al~Figh (Kuwait
1978 M,/1398 H,
Dar al=-Qalam),

Margghi, Ahmad Musthafa, Tafsir al-Maraghi V, di-
198




m,

n.

O.

P.

q.

r.

t.

U
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ter jemahkan oleh Bahrun Abu Bakar at al,
(Semarang 3 CV. Thaha Putra),

Marbun, B.N,, DPR RY - Pertumbuhan dan Cara Ker{a-
1992

nya (Jakarta : PT, Gramedia),

Maududi, Abuy al-A'la, Hukum dan Konstitusi ! Sig-
1990

tem Politik Islam, diterjemahkan oleh
Bandung : Mizan),

» d1 dalam J.J. Donohuse (Eds.),

Islam dan Pembaharuan - Ensiklopedi Masa-
Iah-masalah. aIter]emaﬁEan oleh Machnun Hu-
In (Jak : PT. Grafindo Persada),

sain arta :

1395

» 41 dalem J. El-Esposito (Ed.),

Dimamika Kebangunan Islam - Watak Proses
dan Tantan an, gIte}emEﬁEan oleh ﬁ. Nashir
BudIman (Jakarta : CV. Rajawali),
MAwardy, al-Ahkam as-Sulthaniyyah (Mesir : Syari-
1973 M./1 L

kah al-Maktabah),

1387

Musa, M. Yusuf, Politik dan Negara delam Islam,
1990

diterjemahkan oleh M. Thalib ( Surataya ;
al-Ikhlash),

Muglim, Shahih Muslim : Syarah an-Nawawi XII
(tt.).

ngthubi, al-Jami® al-Ahkam al-Qur'an (Kaero 3
1967

Dar al-Kitab al-Arabi).

Soehino, HIN - Tehnik Perundang-undangan (Yogya-
1990

karta : Liberty),

Thabary, Ibnu Jarir, IafsIr al-Kubraa (Makkah ;
310 H.

Dar al-Ma'arif),

Wirdjono Prodjodikoro, Azas-azes Qulun Tats fiegars
1989
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4,

12
Indonesia (Jakarta : Dian Rakyat).

Tehnik Penggalian Data

Dari sumber-sumber data yang dipergunakan,
dapat disimpulkan bahwa penelitian masalah ini ada-
lah riset pustaka (library research). Adapun tehnil
penggalian data tersebut dengan cara menelaah dan
menganalisa sumber-sumber yang ada, kemudian dari
telaah dan analisa 4itu hasilnyardicatat dan di-
kualifikasikan menurut kerangka yang 3udah direnca-

nakan sebelumyan,

Metode Analisa Data

Data yang dihimpun, dianalisa dengan menggu-

nakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif
Yailtu menggambarkan ketentuan-ketentuan

yang ada sesual dengan masalah yang dibahas,

b. Metode Deduktif
Yaitu menggunalen teori-teori, dalil-dalil
atau generalisasi dan selanjutnya dikemukakan fak-

ta yang bersifat khusus dari hasil riset.

c. Metode Analogis
Yaitu suatu pembahasan dengan jalan meng-
kiaskan kenyataan yang ada dengan aturan-aturan

hukum yang sudah mapan,



